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Tabel 3-Error! No text of specified style in document.-1 Indikator Kinerja Urusan 

Perencanaan dan Kelitbangan tahun 2023 

Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Satuan 2022 

2023 Capaian 
Kinerja 

(%) 
Ket 

Target 
Reali
sasi 

2.1 
Persentase Keselarasan 
Program RKPD dengan 
Program RPJMD 

% 96,40% 100% 95,02 95,02 
Tidak 

Tercapai  

2.2 
Persentase Dukungan RKPD 
Kota Dumai terhadap Prioritas 
Nasional dan Propinsi 

% 100% 100% 100% 100 Tercapai 

2.3 
Persentase Kegiatan Prioritas 
Kepala Daerah yang 
Diimplementasikan 

% 100% 100% 100% 100 Tercapai 

2.4 

Persentase Rencana 
Pembangunan Daerah yang 
Ditetapkan dengan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

% 100% 100% 100% 100 Tercapai 

3.1 
Persentase Hasil Kelitbangan 
yang Implementatif 

% 20% 25% 25% 100 Tercapai 

 

1. Pada tahun 2023 Bappedalitbang menyusun 2 (dua) Dokumen Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai, yaitu Dokumen RKPD Tahun 2024 dan 

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023.  

Jumlah program yang terdapat dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 untuk 

pelaksanaan pada tahun 2023 ada sebanyak 199 program, sedangkan jumlah program 

yang terdapat dalam RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebanyak 183 

program. Dan untuk pelaksanaan pada tahun 2024 ada sebanyak 208 program, 

sedangkan jumlah program yang terdapat dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2024 adalah 

sebanyak 204 program. 

Maka persentase keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD untuk tahun 

2023 dihitung berdasarkan perbandingan program pada 2 (dua) dokumen RKPD 

tersebut diatas yaitu: 

a. Pada RKPD Tahun 2024 adalah: 
204

208
𝑥100% = 98,08%.  

b. Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah: 
183

199
𝑥100% = 91,96%. 



Rata-Rata:  
98,08%+91,96%

2
= 95,02% 

Dengan tingkat capaian sebsar: 
95,02%

100%
= 95,02% 

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 indikator Persentase Keselarasan Program RKPD 

dengan Program RPJMD ditetapkan dengan target sebesar 100%. Jika dibandingkan 

dengan realisasi diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi tersebut dibawah target yang 

ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pagu pendanaan pada penyusunan 

RKPD Perubahan Tahun 2023, sehingga tidak semua program yang terdapat pada 

RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 untuk pelaksanaan tahun 2023 dapat dimasukan. 

2. Pada Tahun 2023 terdapat 3 prioritas pembangunan Propinsi Riau dan 7 prioritas 

pembangunan nasional, dimana keseluruhan prioritas pembangunan propinsi dan 

nasional tersebut mendapat dukungan dari program pembangunan yang tertuang dalam 

RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pada tahun 2023 terdadapat 5 program prioritas kepala daerah/Walikota, yang terdapat 

pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, dimana keseliruhan program prioritas 

tersebut mendapat dukungan pada Dokumen Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 

2023. 

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 indikator kinerja Persentase Kegiatan Prioritas 

Kepala Daerah yang Diimplementasikan ditetapkan dengan target 100%. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa realisasi untuk indikator ini sesuai dengan yang ditargetkan 

yaitu 100%. 



 

4. Pada tahun 2023 disusun 3 (tiga) buah dokumen perencanaan pembangunan daerah, 

yaitu: 

• Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun Tahun 2024 yang 

ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 (Berita Daerah Kota 

Dumai Tahun 2023 Nomor 23 Seri E) 

• Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang ditetapkan 

dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023 (Berita Daerah Kota 

Dumai Tahun 2022 Nomor 35 Seri E) 

• Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Dumai Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai 

Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 

6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 

Seri E) 

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 indikator kinerja Persentase Rencana 

Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan 

ditetapkan dengan target 100%. Dengan adanya 3 (tiga) dokumen rencana 

pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi untuk indikator ini sesuai dengan yang 

ditargetkan yaitu 100%. 

5. Pada tahun 2022 terdapat 4 (empat) hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan 

oleh perangkat daerah di Kota Dumai. Dari empat hasil penelitian dan pengembangan 

tersebut ada satu hasil penelitian yang diimplementasikan pada tahun 2023. Sebagian 

besar dari hasil penelitian dan pengembangan yang disusun oleh perangkat daerah 

tersebut adalah untuk pelaksanaan di tahun berikutnya. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 

2023 indikator kinerja Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif ditetapkan 

dengan target 25%. Dengan adanya satu hasil kelitbangan yang diimplementasikan 

maka dapat disimpulkan bahwa untuk indikator ini target kinerjanya telah memenuhi 

target yang ditetapkan.  

 

 



Berdasarkan hasil dari kelima indikator kinerja diatas maka dapat dirumuskan hasil untuk 

indikator kinerja pertama yaitu indeks perencanaan sebagai berikut:  

=
95,02%+100%+100%+100%+25%

5
= 84,01 . Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 indikator 

kinerja Indeks Perencanaan ini ditetapkan dengan target 85. Berdasarkan hasil perhitungan 

diatas dapat disimpulkan bahwa hasil realisasi pada indikator ini tidak mencapai target yang 

ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya target indikator kinerja lainnya yang tidak 

memenuhi target, yaitu Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD. 

 



: URUSAN PERENCANAAN DAN KELITBANGAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TARGET 

FISIK

REALISASI 

FISIK

SATUAN 

TARGET DAN 

REALISASI

CAPAIAN 

KINERJA 

FISIK (%)

TARGET 

KEUANGAN (Rp)

I 12.184.826.757 

II 732.023.500 

III

IV

12.916.850.257

1 9.534.494.484

100% 100% persentase

1 13.912.400

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 3 dokumen 100 2.712.800

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1 dokumen 100 2.639.600

3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1 dokumen 100 3.425.700

4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 1 dokumen 100 2.059.000

5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1 1 dokumen 100 1.335.900

6
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD
2 2 Laporan  1.562.800

7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 1 Laporan 100 176.600

2 5.989.007.360

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 40 40 orang 100 5.987.960.260

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1 dokumen 100 628.600

3
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ 

Semesteran SKPD
7 7 Laporan 100 418.500

3 349.500 

1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 2 Laporan 100 349.500

235.718.200

4

1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60 60 orang 100 235.718.200

5 748.281.774 

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 2 paket 100 10.976.672

Indikator Program :

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, 

penelitian, dan pengembangan

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Sub Kegiatan:

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja tidak Terduga

Belanja transfer

LAMPIRAN 3 : PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN, PENDUKUNG DAN PENGAWASAN YANG DILAKSANAKAN

URUSAN PEMERINTAHAN 

KEBIJAKAN STRATEGIS URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3829);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421);

1

2

3

JumlahUndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang 

Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614);

7

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52);

8

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik 

Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran   Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573);

5

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran   

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6



2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 1 paket 100 165.812.500

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 1 paket 100 23.651.000

3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 1 paket 100 110.399.400

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 1 paket 100 42.634.200

5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 1 Dokumen 100 29.680.000

6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 1 Laporan 100 365.128.002

6 860.731.500

1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 1 unit 100 125.208.000

2 Pengadaan Mebel 1 1 Paket 100 95.500.000

3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42 42 unit 100 640.023.500

7 946.698.500

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1 Laporan 100 5.340.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 1 Laporan 100 21.790.000

3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 1 Laporan 919.568.500

8 739.795.250

1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1 1 kendaraan 100 38.530.000

2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20 20 kendaraan 100 316.130.000

3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24 24 unit 100 65.135.250

4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 1 unit 100 120.000.000

5
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya
1 1 unit 100 200.000.000

2 1.311.363.300

100 95,02 persentase

100 100 persentase

1 1.073.500.000

1
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan 

Daerah
3 3 dokumen 100 100.000.000

2 Pelaksanaan Konsultasi Publik 2 2 Berita Acara 100 60.000.000

3 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 1 Berita Acara 100 43.500.000

4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 2 2 Berita Acara 100 170.000.000

5
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
4 4 dokumen 100 700.000.000

- Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD

- Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Sub Kegiatan:

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 

DAERAH

Indikator Program :

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52);

8

11

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E)

12

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 

2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 

Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 

2022 Nomor 1 Seri D)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781)

10

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Dumai Tahun 2023 (Berita Daerah Kota 

Dumai Nomor 8 Seri A)

Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 

2016 Nomor 27 Seri E)

Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2022 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan 

Kota Dumai.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 58 Tahun 2023 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023 (Berita 

Daerah Kota Dumai Nomor 8 Seri A)

13

14

15

16



2 102.227.500

1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1 1 masukan 100 102.227.500

3 135.635.800

1
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah di Kabupaten/Kota
3 3 Laporan 100 135.635.800

3 1.781.192.210

100 100 persentase

100 100 persentase

1 438.429.816

1
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
1 1 dokumen 100 96.635.027

2
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Pemerintahan
4 4

Perangkat 

Daerah
100 4.200.000

3
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
1 1 Laporan 100 6.601.600

4
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
1 1 Laporan 100 44.363.224

5
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
1 1 dokumen 100 75.411.000

6
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang PembangunanManusia
10 10

Perangkat 

Daerah
100 10.968.000

7
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
10 10

Perangkat 

Daerah
100 69.419.765

8
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
1 1 Laporan 100 130.831.200

2 573.621.300

1
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
1 1 dokumen 100 162.038.934

2
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Perekonomian
8 8

Perangkat 

Daerah
100 16.773.089

3
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
8 8

Perangkat 

Daerah
100 38.485.300

4
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
4 4 Laporan 100 249.314.100

5
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
4 4 Dokumen 100 60.514.100

Indikator Program :

- Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimlementasikan

- Persentase sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap 

prioritas nasional dan provinsi

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia

Sub Kegiatan:

 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 

(Sumber Daya Alam)

Sub Kegiatan:

Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 

Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan:

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan:



6
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang SDA
2 2

Perangkat 

Daerah
100 5.581.677

7
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
2 2

Perangkat 

Daerah
100 40.914.100

3 769.141.094

1
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
1 1 dokumen 100 97.916.194

2
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Infrastruktur
6 6

Perangkat 

Daerah
100 10.000.000

3
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
6 6

Perangkat 

Daerah
100 65.180.500

4
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
4 4 Laporan 100 295.086.500

5
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
1 1 dokumen 100 114.780.500

6
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Kewilayahan
7 7

Perangkat 

daerah
100 10.000.000

7
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
7 7

Perangkat 

Daerah
100 65.180.500

8
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
1 1 dokumen 100 110.996.900

4 289.800.263

1 155.381.334

1 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 1 1 dokumen 100 155.381.334

2 134.418.929

1
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Yang Bersifat Inovatif
1 1 Laporan 100 92.796.929

2 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan 1 1 Laporan 41.622.000

12.916.850.257

Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Sub Kegiatan:

Indikator Program :

Persentase hasil kelitbangan yang implementatif

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan

Sub Kegiatan:

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Sub Kegiatan:



: BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

REALISASI 

KEUANGAN (Rp)

CAPAIAN 

KINERJA 

KEUANGAN

SATUAN 

CAPAIAN

11.428.914.109 93,80

711.967.000 97,26

12.140.881.109 93,99

9.130.663.553 95,76 %

13.777.400 99,03 %

2.712.800 100,00 %

2.504.600 94,89 %

3.425.700 100,00 %  

2.059.000 100,00 %

1.335.900 100,00 %

1.562.800 100,00 %

176.600 100,00 %

5.670.745.306 94,69 %

5.669.698.206 94,68 %

628.600 100,00 %

418.500 100,00 %

349.500 100,00 %

349.500 100,00 %

234.637.908 99,54 %

234.637.908 99,54 %

734.215.451 98,12 %

8.639.300 78,71 %

TINDAK LANJUT REKOMENDASI 

DPRD
PERMASALAHAN

UPAYA DALAM MENGATASI 

PERMASALAHAN

LAMPIRAN 3 : PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN, PENDUKUNG DAN PENGAWASAN YANG DILAKSANAKAN



163.865.300 98,83 %

21.073.800 89,10

107.740.000 97,59 %

42.206.900 99,00 %

25.980.000 87,53 %  

364.710.151 99,89 %  

840.577.000 97,66 %

125.160.000 99,96 %

94.710.000

620.707.000 96,98 %

926.116.809 97,83 %

5.340.000 100,00 %

14.679.291 67,37 %

906.097.518 98,54

710.244.179 96,01 %

24.900.000 64,62 %

315.032.179 99,65 %

50.585.000 77,66 %

119.785.000 99,82 %

199.942.000 99,97 %

1.046.290.981 79,79 %

829.072.584 77,23 %

83.595.577 83,60 %  

30.871.000 51,45 %

43.500.000 100,00 %

136.323.480 80,19 %

534.782.527 76,40



91.293.300 89,30 %

91.293.300 89,30 %  

125.925.097 92,84 %

125.925.097 92,84 %

1.695.165.625 95,17 %

400.488.539 91,35 %

93.810.305 97,08 %

1.750.000 41,67 %

2.211.600 33,50 %

41.134.000 92,72 %

73.455.255 97,41 %

9.575.000 87,30 %

64.594.400 93,05 %

113.957.979 87,10 %

536.684.133 93,56 %

161.489.457 99,66 %

15.335.000 91,43 %

34.129.000 88,68 %

241.226.786 96,76 %

55.054.890 90,98 %



3.870.000 69,33 %

25.579.000 62,52 %

757.992.953 98,55 %

94.862.778 96,88 %

8.775.000 87,75 %

64.436.000 98,86 %

292.636.500 99,17 %

112.359.774 97,89 %

9.800.000 98,00 %

64.469.000 98,91 %

110.653.901 99,69 %

268.760.950 92,74 %

145.099.866 93,38 %

145.099.866 93,38 %

123.661.084 92,00 %

91.227.084 98,31 %

32.434.000 77,93

12.140.881.109 93,99 %



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KOTA DUMAI


